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Abstralk

mistem pemasvarakatan yang kita kenal sekarang ini merupakan suatu proses
pembinan narapidana dimana didalamnys berdasackan  pads  falsafah  hangsa
Indonesia yang memandang narapidana sehagai makbluk Tuhan, sebagai individu dan
sekaliges  schagal  anggota  masysmbat. Didalam pembinaannva tersehut
dikembangkan pembangunan rubaniyah, kejiwaan, jusmaniyah, kepribadian scria
kemasyarakatan dan didalam penyelenggaraannya mengikutsertakan secara langsong
dan  tidak melepaskan hubungannya  dengan masyvarmbat, Dengan demikian
dibarapkan narapidana pada wakiu lepas dari lembags pemasyarakatan benar-benar
lelah siap hidup bermasyvarakat sebagpai warga tast hukum dan tahe akan norma-
norma yvang ada dan hidup didalam masyarakat dimana ia berada. Didalam sistem
pembinasn narapidana dikenal empat tahapan pembinaan, vakni tahap awal dimana
diadakan penelitian hal tkhwal narspidana dan pembinaan kepribadian, hap kedua
menupakan proses pembinaan kepribadian lanjuin, tzhap ketiga adalah asimilasi dan
vang terakhir tabap keempat yang juga merupekan bahasan dalam penclitian ini
adalah tzhapan dimana narapidans berinteprosi kemasyarakat, melalui progran
pembebasan bersyarat dan cuti menjelang bebas, [hsar pelaksanaan program
pembebasan bersyamt dan cuti menjelang bebas tercantum pasal 15-17 Kitab
Undang-undang Hekem Pidana, Undanpg-undang Nomor 12 Tabun 1995 Tentang
Pemasyarakatan dan ditegaskan lagi dalam Keputusan Menteri Kehakiman Republik
Indonesta Momor: M, DE-PEE10 Tahun 1999 Adapun perumusan masalah yaite
hagaimana prosedur,  pelaksanaan,  pengawasan serta kendala-hendala
dilaksanakannya  pembebasan  bersyarat dan cuti menjelang bebas di Balai
Pemasvarakatan Kias | Padang, Dalam  penvempurmnaan tulisan ini, diponakan
metods penelitian secara vuridis sosiologis vaim denpan mermakai pengumpulan daa
primer, langsung den lapangan melalui wawancara terkadap pibak-pihak vang terlibat
langsung dengan pelaksanaan pembebasan bersyarat maupun cuti menjelang bebas
vaknt petugas pembimbing kemasyarakatan Balai Pemasyarakatan Klas | Padang,
petugas Lembaga Pemasyarakatan dan pegawai Kejaksaan Negen Padang. Penelitian
ini berpjuan wotuk mengetahui  bagaimana  mekanisme  pelaksanasn  maupun
pengawasan dari pembebasan bersyarat dan culi menjelang bebas serta kendala.
kendala yang menghambal pelaksanaannya. Dari hasil penelitian dapar diketahui
hahwa baik prosedur pengrajusn dan pelaksanaan pembebasan bersyarat dan coti
menjelang bebas swdah berjalan cukup baik namun, selama ini benk perEawasan
vang dilakukan haik olch pihate Balai Pemasyarakatan maupun Kejaksanaan tidak
maksimal terlakesana serta dibutuhkan peraiman yang lebih tegas dan jelas khususnya
ITENZenEl Pengawasin ini.



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pemberian sanksi pidana bagi pars pelaku kejahatan merupakan langkah
kongrit yang diambil negara sebapgai pelindung dan periberi rasa aman bagi
masyarakat. Salah salu sanksi pidana yang telah sering diterapkan adalah pidana
hilang kemerdekaan atau vang lebih dikenal dengan pidana penjara. Tetapi
permasalahannys tidak hanya sampai disitu, perlu dilihat juga keelektifan dari

piclana penjara ind dalam usahs penangguiangan kejahatan.

Aspek vang menonjol diawal berlakunya pidana penjara adalah sifit
penjara sebagai lempat penjeraan terhadap para pelaku kejahatan agar ia tidak
melakukan tindak pidany untuk selamanya, dimana pada masa ini diperkenalkan
sistem Kepenjaraan dengan salah satu ciri khasnya jalah tindakan penjeraan yung
diwujudkan dengan bentuk siksaan fisik maupun mental Kepada para pelaky

kejahatan.

Seiring berjalannya wakiu ada perubahan paradipma dalam memandang
pidana  hilang  kemerdekaan ini, yaitn bapaimana narapidana  mendapatkan
perlakuan lavaknya sesearang vang perlu dibina dan dibimbing, Kekerasan fisik
digantikan denpan pembinaan dan bimbingan dalam artian menempalkan seorang

vang menjalani pidans atau hukwnan sebagai subjek yvang mendapat perlakuan



febil marmsiawt dan bukan sebagai objek layvakoya yang berlaku pada sistem

kepenjaraun.

Dari sepi istildh  pama  penjara dipantikan  dengan lembaga
pemnasyarakatn, D penamaan dapat disimpulkan bahwa lembaga penjara vanyg
bergant menjadi lembaps pemasvarakatan ini akan mencobs membuat pard
pelabu kejahatan untuk kembali menjadi bagian masyarakat seutubnva, tidak

Bertindlak sebagai perusak tatansn nilai masyarakat. Perubahan paradigma inilah

yang melatard bergesernyy sistem kepenjarsan kepada sislem pemasvarakatan.

Dengan tidak  dipergunakannys  sistern kepenjaraan  sehagal  sistem
perfakuan terhadap parz pelangpear hukun vang memang dafam kenvalaannya
kejahatan tidak terbuktl dapar diberintas secara keseluruhan bahkan secar
huantitas tetap meningkat, disamping sistem tersebut dalam pENErapannya
meming bertentangan dengan hak asasi manusia dimana para pelangear hukum
dianggap scbagal objek serta tidak diangpap schagai angpota masyambkul dan
makhluk ciptaan Tuhan, bal inilah yang ikut mendoromg berubahayva sistem
kepenjoraan menjadi sistern pemasyarakatan veng manusia dan scsuai dengan
faisafah bangsa Indoncsia.’

Istilah pemasyarakatan secara resmi mengeantikan isiilah kepenjaraan
sejak tmpggal 27 April 1964 melalui amanat tertulis Presiden Soekameo dibacakan
pada konferensi dinas para pejabat kepenjarnan di Lembang Bandung, amunat

tertulis presiden ini dimaksudkan dalam rangks retooling  dan reshaping dar

' A Widindn Gunakaya 5.A{1988). Sefarak Dan Konsepsi Peorasyarakaian Hal, 10
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sistem kepenjoraan yang dianggap tdak selaras dengan ide pengayoman schagai
konsepsi konsepsi hukumn nasional sebagai konsepsi hukum nasional yang

berfalsatahkan Pancasila”

Dalarm perkembangan selanjuinya pelaksanaan sistem pemasvarakatan
semakin mantap dengan diundangkannva Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995
wntang  Pemasyvarakatan,  Secara boplisit menyatakan  bahwa  sistem
pemasyarakalun - didasarkan  asas pengayoman, persamazan perlakuan dan
pelayanan pendidikan, penghormatan harkat dan martabat manusia, kehilangan
kemerdekoan merepakan salah satn derita serta terjamionyva hak untuk

berhubungan dengan keluarga. dan crang-vrang tertenta,”

Bagsan yang amat menonjel dart perubahan  paradigioa ini adalah
berlakunys pembinaan yang melewati tahapan-tahapan hingga narapidana dapat
dikembalikan kepada masyarakat dengan harapan dimasa yang akan datang dia

tidak akan mengulangi kejabaan

Khusus pada baglan akhir twhapan pembinaan, dikenal program integrast
sosiul berupa proses pemuliban narapidana untuk  kembali kekeluarga dan
masvarzkal, Dalam sistem pemasyarakatan program tahap akhir ini lebih dikenal

denpgan asimilasi, pembebasan bersyarat dan cuti menjelang bebas.

Pembinaan pada tahap akhir ini bertujoan untuk mengintegrasikan kembali

narapidana  dengan  masyvarakat  sesuni  denpan  proses  dan tuan  dari

Adi Suyaine (2004). Sistewr Pearasvarakaian Indonesio fifembangun Manusia Mandivi)
Hal, §
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pemasyarakulin, pemberian program pembebasan bersvarat dan cutl menjelung
bebas juga bertwjuan untuk meninghatkan  keterlibatan  masyarakst  dalam
perabingan narapidana guea mengurangl peran nepara dalam pembinaan dan
perawatan narapidana. karena denpgan diberikannya hak pembebasan bersvarat
dan I:L.l[i menjelang bebas kepada narapidana vang telah memenuhi svarat, maks
nurapidana i tidak dibing lagi di dalam Lembega Pemasyarakatan (LAPAS),
melainkan dibing di tengah-tengah masyarakat melalui program pembebasan

" . * 3
bersyarat dar cuti menjelang bebas,

Balam hal ini pembinaon ditengah-tengah masvarakat ini dilaksanakan
odety Dalai Pemasyarakotan stau disingkat dengan BAPAS, Dalam perkembangan
keberaduaannya untuk menunjang pelaksanaan sistern pemasvarakaran sebagai
subsistemn dari sistem peradilan pidana di Indonesia semakin lama semakin hesar

PETANANNY Q.

Hal ini didasarkan bahwa berbasil atau tidaknva suaty perabinaan it tidak
hanya melibat kondisi narapidana scbelum dibing di lembaga pemasyarakatan,
namuy juga setelih mendapat bimbingan maupun pembinaan pag tahap paling
akhir sebelum rarapidana kembali kemasyarakat yanp mana program bimbingan

wersebul menjadi tanggung jawab BAPAS,

Baka  pemasyarakatan il sendidd dibentuk untuk membanig
Tengieprasikan kembali seorang vang telah dibina di lembaga pemasyarakatan

eraa lu dopat kembali kentasvarakal atau berintegrasi sosial kembali dan hidup

* Mobimad Subardi, wws: Soipus oo " Ariige Naslh Peajara Kita ™ 3O oher 2005



suatu rabasia lagh bahwa terkadang pambaran negatif masih diberikan baik i
oleh masyarakal kepada mantan narapidans maupun mantan narapidana sendic

disaat ia kembali kepuda hngkungan masvarakainya.

Drari uraian diatas amat jelas bahwa program integrasi sosial parapidana
vang melipuli pembebasan bersyaral dan cuti menjelang bebas vang dilakukan
cleh Balai Pemasyarakatan memiliki tujusn vang sangat baik bagi pembinaan
narapidana, Untuk v perlu dikaji sejauh mana dalam realitss vang terjadi di

lapangan terhadap pelaksanuan pembebasan bersyarat dan cuti menjelang bebas,

Dengan melihat latar belakang diatas maka penulis terdorong untuk
mengetahu lebih jaub lagi mengenai pelaksanaan pembebasan bersyarat dan euti
menjelang  bebuas, pengawasan pelaksanaannya dan kendala-kendala  dalam
pemberian pembebasan bersyarat atau cuti menjelang bebas. Sehubungan dengan
hal  terschbut, maka  penulis  tertarik  untuk mengangkal  scbush  judul;
“PELAKSANAAN PEMBEBASAN BERSYARAT DAN CUTI
MENJELANG BEBAS DI DALAM SISTEM PEMASYARAKATAN
SEBAGAI UPAYA INTEGRASI SOSIAL NARAPIDANA (Studi pada Balai

Femasyarakatan Klas [ Padang)™.
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BAB 1V

PENUTUP
KESIMPULAN
Mekanisme prosedur pengajuan izin  pembebasan bersvarat dan  cuti
menjelang bebas dilakukan oleh pibak lembaps pemasyarkatan dengan
lerlebibe  dahulu  memperhatikan terpenvhinya  syarat  substandf  dan
addministatil
Pelaksanaun pembebasan bersvarat dan et menjelang bebas werhadap klien
pemasyarakatan yang  dilakukan  oleh  balai  pemasvarakastan  melalu
program-program - bimbingan,  bertujuan etk menparahkan  klien
bersusialisasi dengan masyurakat dan hidup mandist dinila; cukup baik Jdan
berhasil dalam mencapai wjuan integrasi sosial klien pemasyarakitan.
Pengawasan klien pemasvarakatan yang telah mendapatkan izin pembehasan
bersyaral dan culi menjelang bebas dilaksanakan oleh BAPAS bersama
kejaksazn negeri. Dimana dalam pengawasan ini dilakukan dengan cara
laporan klien pemasyarakatan secara berkala dan Juga tindakan kunjungan
lanpsung  kekediaman klien yanp dilakukan oleh petugas  pembimbing
kemasyarnkatan.
Dizlam melaksanakan pembebasan dan bersyarat dan cuti menjelang bebas
wnumnyz terkendala pada pelaksanaan program yang tidak maksimal akibal
keterbatasan  dama,  sarana  dan pra sarang serta fakior mekanisme

pengawasan vang masih kurang,
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